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ABSTRAK 

 
Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) 

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia ditugaskan agar mengembangkan 

serta meningkatkan daya saing sektor industri kecil dan menengah. Studi ini 

bermaksud guna menjelaskan prosedur perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 

Final serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data 

primer diperoleh dari bukti pemotongan PPh Pasal 21 Final yang dikumpulkan 

melalui observasi serta studi kepustakaan. Temuan studi memperlihatkan bahwa 

prosedur pemotongan melibatkan dua komponen penghasilan utama, yaitu uang 

makan dan honorarium, dengan tarif pemotongan bervariasi antara 0% hingga 15% 

tergantung klasifikasi pegawai. Prosedur perhitungan dilakukan langsung dari 

jumlah bruto penghasilan tanpa pengurangan. Kendala yang dihadapi meliputi 

kurangnya pemahaman pegawai tentang peraturan perpajakan yang sering berubah, 

keterbatasan sistem informasi, dan keterlambatan dalam pengumpulan data. 

Kata kunci: PPh pasal 21, Ditjen IKMA, Pemotongan dan Perhitungan 

ABSTRACT 

The Republic of Indonesia's Ministry of Industry's Directorate General of Small 

and Medium Industries (Ditjen IKMA) is tasked with developing and improving the 

small and medium industrial sector's competitiveness. This study aims to explain 

the procedures for the calculation and withholding of Final Income Tax Article 21 

and to identify the constraints faced in its implementation. Primary data were 

obtained from evidence of Final Income Tax Article 21 withholding collected 

through observation and literature review. The results of the study indicate that the 

withholding procedure involves two main income components, namely meal 

allowances and honorariums, with withholding rates varying between 0% and 15% 

depending on employee classification. The calculation procedure is carried out 

directly from the gross income amount without deductions. The constraints faced 

include a lack of employee understanding of frequently changing tax regulations, 

limitations in information systems, and delays in data collection. 

Keywords: Article 21 Income Tax, Directorate General of IKMA, Withholding and 

Calculation 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Salah satu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas pertumbuhan 

industri di Indonesia ialah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. 

Mendorong pertumbuhan industri jangka panjang serta membuat produk industri 

Indonesia lebih kompetitif di pasar global adalah dua tanggung jawab utama 

Kementerian Perindustrian. Mendukung, memberdayakan, serta meningkatkan 

daya saing sektor industri kecil, menengah, dan aneka industri di negara ini berada 

di bawah lingkup Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen 

IKMA), sebuah unit utama di Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.  

Dalam menjalankan fungsinya, Ditjen IKMA juga melaksanakan manajemen 

keuangan, yang mencakup pengelolaan pajak penghasilan karyawan (PPh) melalui 

Divisi Keuangan. 

Tidak ada manfaat langsung bagi para pembayar pajak, tetapi masyarakat 

berkewajiban agar memenuhi komitmen ini kepada negara dengan cara yang 

memaksa serta bisa dipaksakan (Vidya, 2025). Sebagai alat dalam mengatur 

kebijakan ekonomi dan sebagai sumber pendapatan negara untuk pembangunan, 

cadangan nasional, dan pengeluaran rutin, pajak sangat diperlukan. Pasal 21 

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku untuk semua penghasilan kena 

pajak maupun tidak kena pajak, termasuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan 

imbalan lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan ataupun jasa yang 

diberikan.  

Dalam hal penerimaan negara, PPh Pasal 21 mempunyai peranan vital, 

terutama dalam membantu mendanai pembangunan nasional. Ada dua jenis 

pemotongan yang dipakai dalam penerapan PPh Pasal 21, yaitu final serta tidak 

final. Pembayaran yang dilaksanakan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, 

anggota TNI/POLRI, dan pensiunan, serta uang pesangon, tunjangan hari tua, dan 

honorarium yang diterima dari APBN/APBD, dikenai pajak dengan pemotongan 

PPh Pasal 21 yang bersifat final (Kementerian, 2010). 

Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan serta mencegah 

kesalahan administrasi yang bisa mengakibatkan sanksi merupakan hal yang sangat 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan bisa disimpulkan bahwasanya : 

1. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 Final di Ditjen IKMA dihitung langsung 

dari jumlah bruto penghasilan yang diterima, tanpa adanya pengurangan atau 

penghitungan komponen lain. Dan Penerapan pemotongan PPh Pasal 21 Final 

di Ditjen IKMA melibatkan dua komponen penghasilan utama, yaitu uang 

makan dan honorarium. Berdasarkan data yang disajikan pemotongan 

dilakukan dengan tarif yang bervariasi, tergantung pada klasifikasi pegawai.  

2. Beberapa tantangan muncul ketika mencoba untuk menerapkan penghitungan 

dan pemotongan PPh Pasal 21. Kesalahan dalam penghitungan serta 

pemotongan bisa terjadi, misalnya, dikarenakan kurangnya pengetahuan 

pegawai mengenai peraturan perpajakan yang terus berubah. Selain itu, 

keterbatasan sistem informasi yang digunakan untuk mendukung proses 

perhitungan juga menjadi tantangan, sistem yang ada mungkin tidak 

sepenuhnya mampu mengakomodasi variasi tarif pemotongan yang 

diperlukan. Keterlambatan dalam pengumpulan data yang akurat dan tepat 

waktu juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

pemotongan pajak. 

5.2 Saran 

Dalam mengatasi kendala-kendala yang ada, disarankan agar Ditjen IKMA 

melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala mengenai peraturan perpajakan 

kepada seluruh pegawai. Peningkatan sistem informasi yang digunakan untuk 

perhitungan pajak juga perlu dipertimbangkan agar lebih efisien dan akurat. 

Kemudian, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait 

untuk memastikan bahwa semua data yang diperlukan dapat dikumpulkan dengan 

baik dan tepat waktu. 
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